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BUPATI BARITO UTARA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR26TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2017

TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI BARITO UTARA,

bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun

2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito

Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Laporan

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Barito Utara,

bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3

Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016

tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan

Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan

dalam rangka peningkatan upaya pencegahan tindak

pidana korupsi di daerah sebagaimana hasil rapat KPK RI

dengan BPKP pada tanggal 19 September 2023, perlu

perluasan wajib lapor laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara yang memuat perluasan untuk

Staf Khusus dan Ajudan dengan Peraturan Bupati,

sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu di lakukan

perubahan,

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati Barito Utara tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Laporan



Mengingat 1.

uI

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Barito Utara,

Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik

Indonesia,

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun

1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah

Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat Il

Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27

Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2756):

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 197. Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6409),

Undang-Undang Nomor 31l Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6409),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-



6.

10.

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856),

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6897),

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4890),

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,

Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor

3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016

tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan

Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

798):

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten

Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten

Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6):

Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Laporan

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah

Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 72)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Barito Utara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan

atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di



Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Berita

Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 Nomor 23),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017

Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Utara

Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72

Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten

Barito Utara Tahun 2021 Nomor 23) diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

PN/WL LKHPN yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas :

1. Bupati Barito Utara,

wakil Bupati Barito Utara,

pejabat Eselon II dan yang disamakan,

pejabat Eselon IIl dan yang disamakan,

auditor,

pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah,

kuasa Pengguna Anggaran,

pejabat Pembuat Komitmen,G oD pejabat Penatausahaan Keuangan,

10. pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Pagu Anggaran Belanja diatas 1

Milyar,

11. pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/ Koordinator

Layanan Pengadaan Secara Elektronik/Pengelola Unit Pelayanan

Pengadaan,

12. bendahara Penerimaan,

13. bendahara Penerimaan Pembantu,

14. bendahara Pengeluaran pada Pagu Anggaran Belanja diatas 1 Milyar,



16. petugas Juru Tagih/Pungut Pajak Daerah/Retribusi Daerah,

17. staf Khusus Bupati,

18. staf Khusus Wakil Bupati,

19. staf Khusus Sekretaris Daerah,

20. ajudan Bupati, dan

21. ajudan Wakil Bupati.

. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi yakni

pada saat:

a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali

menjabat,

b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara

Negara,

c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah

berakhirnya masa jabatan atau pensiun, atau

d. masih menjabat.

(2) LAKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf

c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan

terhitung sejak:

a. saat pengangkatan pertama,

b. berakhirnya jabatan atau pensiun, atau

c. pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau

pensiun, sebagai Penyelenggara Negara.

(3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan

secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per

tanggal 31 Desember tahun laporan.

(4) LAKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam

jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

(S) Peraturan ini juga berlaku bagi calon Penyelenggara Negara yang

berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk

melaporkan Harta Kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara.

. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A

sehingga berbunyi sebagai berikut:



4. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Pada pelaporan Harta Tidak Bergerak, Penyelenggara Negara harus

memasukkan nilai estimasi saat pelaporan berdasarkan:

a. nilai jual objek pajak,

b. zona nilai tanah, atau

c. nilai estimasi pasar.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito

Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh

pada tanggal 31 Oktober 2025

BUPATI BARITO UTARA,

TTD

Diundangkan di Muara Teweh

pada tanggal 31 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025 NOMOR 27


